Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Riau

Urusan/Bidang Urusan

Nomor Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Sumber Anggaran pagu
dan Program/Kegiatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 184.009.686.196
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Pendapatan Asli Daerah 13.549.565.506
PROVINSI Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor.
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah 527.525.875
Daerah Perangkat Daerah
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dana Alokasi Umum, 8.736.577.816
Pendapatan Asli Daerah
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah 51.767.940
Kepegawaian Kantor
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi Pendapatan Asli Daerah 1.173.421.322
perkantoran
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Ketersediaan Barang Kantor Penunjang Urusan Pendapatan Asli Daerah 159.149.560
Pemerintah Daerah Kantor
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor Pendapatan Asli Daerah 2.710.801.593
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan . Pendapatan Asli Daerah 190.321.400
. Persentase Pemeliharaan Barang Barang Kantor
Pemerintahan Daerah
1} PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN Persentase Konflik antar suku dan etnis Pendapatan Asli Daerah 2.440.843.260
KARAKTER KEBANGSAAN
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan |Tesedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pendapatan Asli Daerah 2.440.843.260
Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
][] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, Pendapatan Asli Daerah 126.048.401.828
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PILPRES,)
PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Indeks Demokrasi Indonesia AALEEEE LGS LD el
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan [Tesusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pendapatan Asli Daerah 126.048.401.828

Bidang Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, Peningkatan
Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan
dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

Bantuan Keuangan Kelambagaan dan Partai Politik yang di
fasilitasi

Pendapatan Asli Daerah




1\ PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Pendapatan Asli Daerah 5.149.915.973
ORGANISASIKEMASYARAKATAN Dengan Aturan
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan [Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pendapatan Asli Daerah 5.149.915.973
Bidang Pemberdayaan danPengawasan Organisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Vv PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN . Pendapatan Asli Daerah 1.795.636.011
Persentase Konflik antar Agama
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan [Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pendapatan Asli Daerah 1.795.636.011
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosialdan Budaya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
Vi PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN [Persentase Konflik Sosial yang Tertangani Pendapatan Asli Daerah 35.025.323.618
PENINGKATAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan |Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pendapatan Asli Daerah 35.025.323.618

Kewaspadaan Nasional danPenanganan Konflik Sosial

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial




